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Abstract
This is done as an effort to achieve a balance between women and men as well as satisfaction and loyalty to the community that

elects the legislators. The results of this study show that women's representation in the legislative field that has been carried out
in accordance with Commission I (two) in charge of health, education, agriculture and fisheries has provided assistance in the
form of both physical and capital. The role of women in the legislature as representatives of the people certainly embodies the
aspirations of the community both from health, education, agriculture and fisheries. Community support is still very strong for Ibu
Sujiati because with existing programs the community is very helpful in realizing existing needs. With the law related to 30% of
the role of women's representation, women are only made a condition to meet the quota, so that political party elections can be
carried out, women's limitations due to lack of support from family and community supporters who only look at women in one
eye. Women's representation in the legislature has given to the community in improving human resources, what else is seen in
PPU has been designated as IKN, the hope of female representatives of the PPU community, especially young men and women
not only as spectators but also as part of IKN. The role given as COMMISSION Il to ablution. community welfare and
improvement of community resources
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Abstrak

Hasil penelitian ini bahwa Perwakilan perempuan di bidang legislatif yang sudah dilakukan sesuai dengan Komisi Il (dua) yang
membidangi bidang kesehatan, pendididkan, pertanian dan perikanan telah memberi bantuan baik berupa fisik maupun modal.
Peran perempuan dilembaga legislatif sebagai wakil rakyat tentuya mewujudkan aspirasi masyarakat baik dari kesehatan,
pendidikan, pertanian dan perikanan. Pendukung masyarakat masih sangat kuat bagi ibu sujiati karena dengan program yang
ada masyarakat sangat terbantu dalam mewujudkan kebutuhan yang telah ada. Dengan adanya UU terkait 30% peran
perwakilan perempuan, perempuan ternyata hanya di jadikan syarat untuk terpenuhi kuota tersebut, sehingga dapat
terlaksananya pemilihan partai politik, keterbatasan perempuan di karenakan kurangnya dukungan dari keluarga serta
pendukung masayarakat yang hanya memandang kaum Perempuan sebelah mata saja. Perwakilan perempuan di lembaga
legislatif telah memberikan ke pada masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia apa lagi melihat di PPU telah di
tetapkan sebagai IKN, harapan perwakilan perempuan ibu sujiati masyarakat PPU terutama pemuda dan pemudi bukan saja
sebagai penonton tapi juga sebagai bagian dari IKN. Peran yang di berikan sebagai KOMISI Il untuk menjuwudkan. masyarakat
kesejahteraan serta peningkatan sumber daya masyarakat

Kata Kunci: Perempuan, Perwakilan Perempuan, Anggota DPRD

PENDAHULUAN sebagai salah satu persyaratan partai untuk dapat menjadi

Konsep Pada pasal 8 butir d UU Nomor 10 peserta pemilu. Selain itu, Pasal 53 juga menyatakan
Tahun 2008 disebutkan bahwa 30% keterwakilan daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan
perempuan pada kepengurusan partai tingkat pusat perempuan. Sementara di Pasal 2 ayat (3) disebutkan
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pendirian dan pembentukan partai menyertakan 30%
keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di Pasal 20 tentang
kepengurusan  partai  disebutkan  juga  tentang
penyusunannya yang harus memperhatikan keterwakilan
perempuan paling rendah 30%. Dengan demikian, maka
selayaknya tuntutan kuota 30% terhadap keterwakilan
perempuan  sesungguhnya sudah  secara jelas
diamanatkan oleh hokum Indonesia mulai dari lingkup
pendirian partai, kepengurusan partai, penyusunan daftar
caleg dan keperwakilan di parlemen (Ririn Tri Nurhayati
dalam Siti Hariti Sastriyani, 2009 :133).

Dengan lahimya kebijakan kuota terkait dengan
untuk keterwakilan perempuan tersebut mempunyai dasar
maupun alasan yang kuat. Keterlibatan perempuan dalam
politk merupakan kebutuhan yang penting, karena
perempuan memiliki kebutuhan- kebutuhan khusus yang
hanya dapat dipahami dengan baik oleh perempuan
sendiri. “Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah
kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga,
masalah kesehatan dan pendidikan anak, kebutuhan
manusia lanjut usia dan isu-isu kekerasan seksual” (Joni
Lovenduski, 2008 :38).

Lahimya kuota perempuan minimal 30% melalui
UU tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menjadi
berita baik bagi kaum perempuan. Secara eksplisit UU
tersebut telah mengakomodir pentingnya perterwakilan
perempuan dalam parlemen supaya perempuan dapat
memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan
keputusan di pemerintahan. Hal ini pula dapat menjadi
angin segar bagi terwujudnya kesetaraan gender dalam
dunia politik.

Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi
Kalimantan Timur, sebanyak 190.000 Jiwa.dan terdiri dari
Empat Kecamatan dari kecamatan Penajam, Waru,
Babulu dan Sepaku. Perwakilan rakyat pada tahun 2019 -
2024 berjumlah Dua Puluh Lima (25) Pertai Politik yang
mana masing - masing dari partai Politk Demokrat,
Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PBB, BKB, PAN dan
Perindo, dan Perwakilan Perempuan dari Partai Politik
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Gerindra atas nama ibu SUJIATI dari Daerah Pilihan
Kecamatan Babulu yang merupakan satu-satunya
perempuan yang terpilih menjadi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka penulis
menyusun tesis dengan judul “Perwakilan Perempuan Di
Lembaga Legislatif (Studi Kasus: Keberadaan Anggota
Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 - 2024)".
Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian antara
lain: bagaimana peran dan fungsi perempuan di Lembaga
Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2019 -2024 dan bBagaimana
pendukung dan penghambat perempuan yang menjadi
anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif. Metode peneliian kualitatif menitikberatkan
pada upaya untuk mengeksplorasi dan memahami makna
oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang
dianggap berasal dari masalah sosial atau sebuah
fenomena (Creswell, 2019). Penelitian kualitatif memiliki
kecenderungan untuk memeriksa proses dan kasus sosial
serta menitikberatkan pada interpretasi fenomena yaitu
mengenai  bagaimana  seseorang  menciptakan
pemahaman dan makna sosial (Neuman, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan
bagian integral dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur
yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam
Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Secara
administratif pemerintah terbagai dalam 4 kecamatan, 24
Kelurhan dan 23 Desa.
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Hasil analisis setelah dilakukan observasi dan
wawancara bagi struktural, dan Anggota Legislatif. Bahwa
Perwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam
Menjalankan Fungsi Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 - 2024,
dari Partai Politik Gerindra atas nama ibu Sujiati,

1. Perwakilan perempuan di bidang legislatif yang
sudah dilakukan sesuai dengan Komisi Il (dua) yang
membidangi  bidang  kesehatan, pendididkan,
pertanian dan perikanan telah memberi bantuan baik
berupa fisik maupun modal.

2. Peran perempuan dilembaga legislatif sebagai wakil
rakyat tentuya mewujudkan aspirasi masyarakat baik
dari kesehatan, pendidikan, pertanian dan perikanan.

3. Pendukung masyarakat masih sangat kuat bagi ibu
sujiati karena dengan program yang ada masyarakat
sangat terbantu dalam mewujudkan kebutuhan yang
telah ada.

4. Dengan adanya UU terkait 30% peran perwakilan
perempuan, perempuan ternyata hanya di jadikan
syarat untuk terpenuhi kuota tersebut, sehingga
dapat terlaksananya pemilihan partai politik,
keterbatasan perempuan di karenakan kurangnya
dukungan  dari  keluarga serta  pendukung
masayarakat yang hanya memandang kaum
Perempuan sebelah mata saja.

5. Perwakilan perempuan di lembaga legislatif telah
memberikan ke pada masyarakat dalam peningkatan
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sumber daya manusia apa lagi melinat di PPU telah
di tetapkan sebagai IKN, harapan perwakilan
perempuan ibu sujiati masyarakat PPU terutama
pemuda dan pemudi bukan saja sebagai penonton
tapi juga sebagai bagian dari IKN.

6. Peran yang di berikan sebagai KOMISI Il untuk
menjuwudkan. masyarakat kesejahteraan serta
peningkatan sumber daya masyarakat.

Hasil Analisis setelah dilakukan observasi dan
wawancara bagi pimpinan struktural dan anggota legislatif
yaitu: Peran dan Fungsi Perempuan di Lembaga Legislatif
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Periode 2019-2024. Perwakilan politik
perempuan di lembaga legislatif kinimenjadi sebuah

keharusan. Hal itu dimaksudkan untuk
mengakomodirsemua kepentingan masyarakat secara
adil, baik laki-laki atau pun perempuan tanpa

meminggirkan satu di antara yang lainnya. Oleh karena itu,
maka keterwakilan politik perempuan seharusnya mampu
terwakilkan secara maksimal, baik dalam aspek kuantitas
maupunkualitas. Pitkin - membagi keterwakilan atau
representasi  menjadi  empatbentuk yang berbeda.
Pertama, representasi otoritas yaitu ketika representator
secara legal diberi hak untuk bertindak. Kedua,
representasi deskriptif yaitu ketika representator membela
kelompokyang memiliki watak politik yang sama. Ketiga,
representator simbolismketika representasi menghasilkan
sebuah ide bersama. Keempat, representasi substantive
ketika representator membawa kepentingan ‘ide"
represented ke dalam area kebijakan publik (Hanna
FenichelPitkin dalam Dwi Windyastuti,
www.JournalUnair.ac.id, 9 Februari 2017).

Peran perempuan di DPRD Penajam tidak
maksimal,atau kurang baik, disebabkan oleh banyak hal.
Salah satunya adalah karena jumlah dari anggota legislatif
perempuan tersebut masih sangat rendah, hal itu
menyebabkan tidak di semua komisi ada anggota dewan
perempuan. Hal ini menyebabkan banyak persoalan yang
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tidak dapat diakomodir sehubungan dengan kebutuhan
dan kepentingan permpuan di Sumenep Selain itu,
anggota dewan perempuan juga masih minim ilmu, dan
tidak aktif dalam berbicara di forum. Kurang, karena
jumlah. Paling tidak ada perempuan ditiap komisi. Banyak
persoalan yang belum terakomodir. Maka, proses
pengambilan kebijakan di tiap komisi, akansulit. Tapi
semua itu tergantung person. Anggota DPRD perempuan
harus kaya dengan ilmu, berani, dan aktif bicara.
Sehubungan dengan hal di atas,
bahwa salah satu penyebab kurang maksimalnya peran
anggota dewan Perempuan dalam menjalankan fungsi-
fungsinya, vyaitu karena mereka kadang sibuk
memperjuangkan kepentingan pribadi. Hal itu disebabkan
pula karena cost politik yang tinggi, dan anggota dewan
cenderung untuk berupaya mengembalikan modal atau
biaya politk yang telah dikeluarkan. Peran kurang
maksimal, karena salah satunya yaitu kostpoliik dan
mementingkan diri sendiri. Masyarakat harus pintar dalam
memilih wakil - wakilnya. Anggota dewanmasih tidak
sesuai harapan. Pentingnya tingkat kehadiran juga
menjadi vital, karena dengan tingkat kehadiran yang baik,
paling fidak ada sumbangsi yang kemudian dapat
diberikan oleh seorang anggota dewan perempuan.

KESIMPULAN

Perwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif
dalam menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 -
2024, berjumlah satu orang (1 ) perwakilan dari partai
politik gerindra yang ada di penajam paser utara. Fungsi
perwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam peningkatan
sumber daya masyarakat serta kesejahteraan masyarakat.
Perwakilan perempuan hanya sebagai syarat pendaftaran
di KPU untuk memenuhi kuota 30% dalam parlemen partai
politik bukan sebagai pejuang bagi masyarakat
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